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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis sampaikan pada 

bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis ini adalah 

kebijakan penegakkan hukum oleh Indonesia di wilayah laut yang masih 

disengketakan berupa antara Indonesia dengan Malaysia telah membuat 

pengaturan sementara yang bernama MoU Common Guidelines yang mengatur 

selama perjanjian batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia belum 

disepakati atau masih dalam proses negosiasi, maka kedua negara harus menahan 

diri untuk tidak mengkesploitasi  kekayaan alam di wilayah tersebut dan terus 

melakukan pengawasan, sementara antara Indonesia dengan Vietnam masih 

dalam pembahasan awal untuk membahas batas wilayah di Laut Natuna Utara. 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE mengatur 

bahwa apabila ZEE Indonesia berhadapan dengan ZEE negara lain, maka untuk 

menentukan batas wilayah negara diselesaikan dalam  perjanjian antar negara 

yang bersangkutan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 UNCLOS 

1982.  Selain itu, sesuai dengan Pasal 74 angka 3 UNCLOS 1982, apabila kedua 

negara masih menunggu hasil kesepakatan dalam perjanjian batas wilayah, untuk 

mengantisipasi pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran di 

wilayah yang masih disengketakan maka negara-negara tersebut 
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diwajibkan untuk membuat perjanjian sementara. Meskipun demikian hingga saat 

ini masih terdapat wilayah laut di Indonesia yang belum mempunyai perjanjian 

sementara mengenai batas wilayah laut  sehingga akan berpotensi menimbulkan 

konflik antara Indonesia dengan negara tetangga. Perjanjian batas wilayah laut 

menjadi hal penting untuk menunjukkan hukum negara  yang ditegakkan di 

wilayah tersebut.
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B. Saran 

 Saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan 

yang dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Indonesia harus segera menyelesaikan proses negosiasi dengan 

negara lain yang membahas batas wilayah negara di wilayah laut yang masih 

disengketakan agar status di wilayah laut tersebut menjadi jelas. 

2. Indonesia melaksanakan prinsip showing the flag dengan mengirimkan kapal 

perang Indonesia dari TNI-AL, BAKAMLA, Ditjen PSDKP maupun dari 

lembaga terkait untuk terus mengawasi wilayah laut yang masih disengketakan 

agar kepentingan Indonesia ketika proses negoisasi masih berlangsung tidak 

dirugikan oleh negara lain yang berkepentingan. 

3. Lembaga/badan yang mempunyai kepentingan untuk menjaga laut Indonesia 

saling melakukan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan 

untuk menjaga keamanan wilayah laut Indonesia. 

4. Menyelesaikan permasalahan batas wilayah sesuai dengan prosedur yang diatur 

dalam bab XV UNCLOS 1982 tentang Penyelesaian Sengketa 
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